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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG 

 

PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI 

KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINSI MALUKU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, 

Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara 

Barat sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, 

Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara 

Barat; 

  b. bahwa dengan mempertimbangkan faktor geografis, 

sejarah, budaya, adat istiadat, sosial serta aspirasi 

masyarakat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat perlu melakukan perubahan 

nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi 

Kabupaten Kepulauan Tanimbar; 
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  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, perubahan nama Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan 

Tanimbar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan 

Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi 

Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3961); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
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